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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Hukum Tindak Pidana Korupsi 

Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui bentuk 

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana gratifkasi perkara korupsi Berdasarkan UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini 

dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang 

menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang 

berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan 

berlaku.   

Hasil penelitian menunjukan Tindakan ini hanya sekadar suatu perbuatan 

seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut 

diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi 

keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya 

sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha untuk 

memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, 

indepedensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan 

dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi. Pada akhirnya pembentuk undang-

undang sepakat untuk memasukan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi 

dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Berdasarkan penjelasan pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat 

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 

wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Adapun bentuk sanksi pidana para 

pelaku tindak pidana gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 20 tahun2001 

tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah bahwa: Didenda dengan 

pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.  

 

Kata Kunci:  Tindak Pidana, Gratifikasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 

Permasalahan tindak pidana korupsi ini ada karena KUHP yang berlaku sekarang ini 

adalah KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda yang berasal dari Wetboek van 

Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang mulai berlaku tahun 1918, yang berasal dari W v 

Sr yang dibentuk pada tahun 1881 oleh pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka 

tahun 1945 berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka KUHP tersebut 

dinyatakan tetap berlaku diseluruh wilayah Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum 

(rechts vacuum), dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia setelah merdeka oleh UU No.1 

tahun 1946 juncto UU No.73 Tahun 1958. 

Gratifikasi berbeda dengan suap, karena suap dilakukan dengan komitmen 

(perjanjian). "Kalau gratifikasi itu tidak ada komitmen, tapi memunculkan utang budi dan 

selalu terkait dengan jabatan penerima hadiah".Hari ini telah menjadi kebiasaan yang tidak 

disadari oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara, misal penerimaan hadiah 

oleh Pejabat dan Keluarganya dalam suatu acara pribadi , atau menerima pemberian 

tertentu seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan. 

Sesungguhnya pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau  gratifikasi 

kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau  penyelenggara negara bukanlah 

sesuatu yang baru. Tradisi Islam sendiri  mewariskan kepada kita sejak sejarah mengenai 

hal tersebut. Sebagai bagian dari  upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi 

perhatian khusus, karena  merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan 

perlu sosialisasi  yang lebih optimal. 

 

PEMBAHASAN 

Tindak pidana korupsi suap berasal dari tindak pidana suap (omkoping) yang ada 

didalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana suap, 

yakni tindak pidana menerima suap dan tindak pidana memberi suap. Kelompok pertama 

disebut suap aktif (actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan 

menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII Buku II), yakni Pasal 

209 dan Pasal 210. Pasal 209 KUHP 1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara selama-lamanya duapuluh tahun dan/atau denda setingi-tingginya tiga puluh 

juta rupiah.  

Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya 

sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu 

saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat 

mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian 

itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha 

untuk memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi 

integritas, indepedensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak 

dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi. Pada akhirnya pembentuk 

undang-undang sepakat untuk memasukan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana 

korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

Gratifikasi baru dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri atas: Pertama, pada 

rumusan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001, rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat 

dalam masing-masing pasal KUHP. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

mencantumkan ketentuan mengenai Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik 



(Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C. Ketiga, 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan kewenangan untuk melakukan 

perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana yang 

dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1).  

Adanya berbagai peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa 

pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam sistem hukum baik formil 

maupun materil. Menurut Andi Hamzah bahwa sebenarnya indonesia adalah negara yang 

pertama mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia. 

 

KESIMPULAN 

Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah 

mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan 

suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. 

Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya 

sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu 

saja hal tersebut diperbolehkan. Pada akhirnya pembentuk undang-undang sepakat untuk 

memasukan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 terdiri atas: Pertama, pada rumusan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 5 

sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan pasal-pasal tersebut 

tidak mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

tetapi langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP. 

Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan mengenai 

Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang 

terdapat dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

juga memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang 

diduga berasal dari salah satu tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1).  
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